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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020. 
Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di tiga kecamatan di Kabupaten Banjar yaitu, Martapura, Astambul, dan Sungai Tabuk. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tiga kecamatan lokasi penelitian dengan 100 sampel yang diambil. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample probability sampling, teknik pengambilan sample yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipiluh menjadi anggota sampel. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi yang akan digunakan adalah analisis regresi liner sederhana.
			Hasil penelitian bahwa pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara yang terdiri dari 4 (empat) aspek efektif dalam memperanguhi partisipasi politik masyarakat. Hal ini dapat terjadi dikarenakan partisipasi politik masyarakat memiliki keterkaitan satu sama lain dalam menghitung pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat tersebut. Hipotesis pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 berdasarkan hasil uji regresi sederhana sebesar 12,6% dari 100 sample di tiga kecamatan yaitu, Martapura, Astambul dan Sungai Tabuk, sebesar 87,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
			Terdapat beberapa saran bagi ulama yang memilih terjun dalam aktivitas politik seperti menjadi peserta pada pemilihan umum. Sebagian masyarakat menyarankan bahwa ulama agar kembali ke tugas pokoknya sebagai penasehat antara pemerintahan dan masyarakat, sebagian masyarakat memperbolehkan ulama terlibar dalam aktivitas politik akan tetapi ulama harus mengesampingkan status ulama-nya agar terhindar dari stigma negatif masyarakat.
	
		Kata Kunci : Pengaruh Ulama, Partisipasi Politik, dan Pilkada.




The Influence Of Ulama On Public Political Participation In Voting In The Election Of The Regent And Deputy Regent Of Banjar Regency In 2020.

ABSTRACT 
 
This study aims to determine the influence of ulama on public political participation in voting in the election of the Regent and Deputy Regent of Banjar Regency in 2020. This research uses a quantitative research approach with a descriptive research type.
 This study took the research location in three sub-districts in Banjar Regency, namely, Martapura, Astambul, and Sungai Tabuk. The population used in this study is the people who are registered as the Permanent Voters List (DPT) in the three sub-districts of the research location with 100 samples taken. This study uses a probability sampling technique, a sampling technique that provides equal opportunities for each element (member) of the population to be selected as a sample member. Data collection techniques using questionnaires and documentation that will be used is simple linear regression analysis.
The result of the research is that the influence of the ulama on the political participation of the people in voting consists of 4 (four) effective aspects in influencing the political participation of the people. This can happen because the political participation of the community is related to each other in calculating the influence of the ulama on the political participation of the community. The hypothesis of the influence of ulama on public political participation in voting in the election of the Regent and Deputy Regent of Banjar Regency in 2020 based on the results of a simple regression test of 12.6% from 100 samples in three sub-districts namely, Martapura, Astambul and Sungai Tabuk, amounting to 87.4% influenced by other variables not examined in this study.
There are several suggestions for ulama who choose to enter political activities such as being participants in elections. Some people suggest that ulama return to their main duties as advisors between the government and the community, some communities allow ulama to be involved in political activities, but ulama must waive their clerical status to avoid the negative stigma of society
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PENDAHULUAN  
Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi terbesar di Asia yang memberlakukan otonomi daerah dalam melaksanakan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan leluasa kepada daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sendiri serta dalam memilih kepala daerah. 
Miriam Budiardjo (2009:36) memberikan pengertian bahwa partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam aktivitas politik, yaitu dengan ikut memilih pemimpin  negara, daerah, maupun wakil-wakil yang akan duduk di dewan perwakilan secara langsung dan tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). 
Huntington dan Nelson (1994: 9-13) membagi landasan partisipasi politik masyarakat ini menjadi beberapa bagian, yakni: a. Kelas, individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa seperti tokoh ulama yang mencalonkan diri pada proses pemilihan umum, akademisi yang ikut aktif dalam mengawasi terlaksananya partisipasi politik, tokoh masyarakat adat yang mencalonkan diri dalam pemilihan dan lainnya. b. Kelompok Masyarakat dengan asal-usul, ras, agama, bahasa, atau suku seperti organisasi masyarakat, organisasi adat, kumpulan masyarakat dan lain sebagainya. c. Lingkungan atau Domisili Masyarakat yang berdekatan. d. Partai Politik, Organisasi formal atau non formal yang memberi kontrol terhadap jalannya pemerintah eksekutif dan legislatif dan e. Golongan yang saling berinteraksi secara terus menerus sehinnga pada akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang menciptakan setiap golongan sesuai dengan kelas pendidikan, pekerjaan, dan tingkat ekonomi.
Dengan menciptakan perumahan yang layak huni untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat serta dilengkapi prasarana  sosial, ekonomi, budaya, dan pelayanan yang merupakan subsistem secara keseluruhan merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 
		Munculnya tokoh-tokoh pemuka agama seperti ulama-ulama memiliki pengaruh tersendiri dalam menarik hati rakyat. Kekuatan ulama memberikan dampak yang sangat besar terhadap budaya politik bagi rakyat. Paradigma rakyat menyatakan bahwa seorang ulama dapat membawa mereka ke arah yang lebih baik. Begitu juga dalam pemilu atau pilkada, terutama di wilayah-wilayah yang penduduknya mayoritas muslim yang sangat taat terhadap ulama dan menjadikan pengaruh ulama sebagai cara yang signifikan dalam menentukan pilihan rakyat pada saat berlangsungnya pilkada. Fenomena ini muncul karena salah satu sebab, orang mulai menyadari bahwa suara satu orang sangat menentukan kemenangan pasangan calon.
		Sampai saat ini ulama memiliki peran penting di Kalimantan Selatan, bahkan tidak sedikit dari pemerintahan yang selalu melibatkan ulama dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati atau Wali Kota serentak pertama kali dilaksanakan di Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2020 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilaksanakan 7 Kabupaten atau Kota yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Dari seluruh kabupaten / kota di Kalimantan selatan, pengaruh ulama cukup besar di wilayah Kabupaten Banjar.
		Kondisi tersebut terjadi di wilayah Kabupaten Banjar, hal ini terjadi pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 2015 dengan rekapitulasi suara dari, pasangan K.H Khalilurrahman dan H. Saidi Mansyur perolehan suara sebanyak 107.481 (46,86%),  H. Gusti Abidinsyah, MM dan H. Mawardi Abbas, S.Sos perolehan suara sebanyak 35.960 (15,68%), Drs. H.P Chairiansjah, MM dan H.Abd. Hadi Al Hafiz dengan perolehan suara 30.030 (13.09%) dan Dr. H. A. Fauzan Saleh, M.Ag dan Drs. H. Teja Sukmana, M.AP dengan perolehan suara 55.902 (24,37%) dengan total suara 91,64% dari 1.096 TPS.
		Hal ini terjadi kembali pada Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yang mana terdapat tiga pasangan calon  yang akan mencalonkan diri sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjar dengan melibatkan ulama dan habib sebagai pasangannya, melihat kejadian pada Pilkada 2015 lalu, rekam jejak ulama menjadi tolak ukur budaya politik yang cukup relevan di Kabupaten Banjar. Ketiga pasangan calon tersebut antara lain : (1) H. Saidi Mansyur, S.Ikom dan Habib Said Idrus Al-Habsyie dengan perolehan suara sebanyak 48,8% (141.955) suara, (2) Dr. Andin Sofyanoor, S.H., M.H dan KH. Muhammad Syarif Busthomi dengan perolehan suara sebanyak 12,8% (37.384) suara, dan (3) H. Rusli dan K.H M. Fadhlan Ashari dengan perolehan suara sebanyak 38,4% (111.760) suara. Dari total perolehan suara tersebut Kepala Daerah Kabupaten Banjar Periode tahun 2020-2024 dimenangkan oleh Pasangan H. Saidi Mansyur,S.Ikom dan Habib Said Idrus Al-Habsyie dengan menguatkan peran Habib pada saat pemilihan.
		Partisipasi  dalam penelitian ini berfokus pada partisipasi politik masyarakat saat menggunakan hak pilih suara atau memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Demokrasi
		Demokrasi pada hakikatnya merupakan kedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
		Suatu Negara dikatakan demokratis jika sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip dalam demokrasi. Menurut Robert Dahl (2013:77) terdapat enam prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan Negara Demokrasi, yaitu:
a. Terdapat kontrol atau kendali atas keputusan serta kebijakan pemerintah. 
b. Terlaksananya pemilihan umum berjalan dengan teliti, akurat, dan jujur sehingga menciptakan partisipasi aktif masyarakat. 
c. Terdapat hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak terhadap memilih calon perwakilan rakyat (legislatif) dan calon kepala negara (eksekutif) agar berlangsungnya pemerintahan yang demokratis. Hak dipilih yaitu hak untuk mencalonkan diri sebagai perwakilan rakyat (legislatif) serta kepala suatu pemerintahan (eksekutif).
d. Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 
e. Kebebasan mengakses teknologi, informasi, dan pengetahuan. Masyarakat memerlukan membutuhkan informasi, akses teknologi, dan pengetahuan, untuk itu setiap warga Negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Pemerintah harus memberikan sosilasi, edukasi, dan fasilitas kepasa masyarakat untuk setiap kebijakan yang di keluarkan. Setiap kebijakan harus di informasikan kepada Warga Negara
f. Kebebasan berserikat tanpa ada batasan.
Konsep Pemilu
		Abu Nashar (2004:29) menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan proses memilih seorang calon pemimpin, dan lain sebagainya dengan cara mencoblos nama dan nomor urut calon pemimpin dalam surat suara dengan memberikan hak suaranya pada saat pemilihan berlangsung. Keberadaan kelembagaan Pemilu sudah diakui oleh Negara-negara dalam praktek ketatanegaraan yang menganut mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi. 
		Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum adalah suatu cara demokrasi bagi masyarakat untuk memilih dan memutuskan kepala suatu daerah atau negara sesuai dengan kehendak masyarakat itu sendiri dan diselenggarakan dengan bantuan lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan berbagai macam ketentuan dan ketentuan tertentu serta prinsip-prinsip pemilihan umum.
Pemilihan Kepala Daerah
		Pemilihan Kepala Daerah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dijelaskan menurut Yusdianto (2010:44) merupakan perangkat yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dalam penyelenggaraan Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang pada gilirannya menentukan jalan ke depan dari suatu daerah.
Politik Identitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah
		Agnes Heller dalam tulisan Ubed Abdillah (2002 : 22) menjelaskan bahwa politik identitas menjadi gagasan serta tindakan politik yang pusat perhatiannya merupakan perbedaan (difference) sebagai salah satu kategori politik yang utama. di dalam setiap komunitas atau organisasi, walaupun mereka berideologi dan  mempunyai tujuan bersama, tidak bisa disalahkan bahwa didalamnya terdapat banyak sekali individu yang memiliki kepribadian serta identitas masing-masing.
		Menurut Ahmad Syafii Maarif (2010:3) bahwa Negara Indonesia, politik identitas lebih berkaitan dengan permasalahan ras, suku, budaya, agama, ideologi serta kepentingan-kepentingan lokal pada umumnya diwakili oleh elit denhan pemahaman berbeda-beda. Otonomi daerah dapat dipandang sebagai salah satu munculnya politik identitas. Permasalahan mengenai keadilan atau aspirasi masayarakat terhadap pembangunan daerah menjadi pusat perhatian pada setiap tindakan politik, akan tetapi terdapat banyak pengaruh oleh elit politik lokal untuk hadir tampil sebagai pemimpin yang menumbuhkan isu-isu negatif, hal ini menjadi masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan dan dijelaskan.
Partisipasi Politik
		Partisipasi politik menurut Sudjiona (1995:68) adalah aspek penting setiap Negara yang menganut sistem demokrasi serta tanda adanya reformasi dalam perkembangan politik. Negara-negara yang mengalami proses modernisasi politik dapat menciptakan pertumbuhan dalam pastisipasi masyarakat. Reformasi politik dapat berhubungan dengan aspek aktivitas politik dan aktivitas pemerintahan. Perwujudan partisipasi politik dapat melalui kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam proses pengambilan dan penentuan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah. Suatu negara dapat disebut negara demokrasi apabila pemerintahan yang berkuasa memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan pemerintahan secara langsung dan tidak langsung.
		Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pelibatan atau keikutsertaan warga negara dalam setiap aktivitas politik dan pemerintahan baik secara langsung maupn tidak langsung. Partisipasi politik dapat di arahkan untuk mempengaruhi setiap aktivitas pemerintahan berlangsung, sehingga dengan partisipasi politik akan memberikan dampak pada setiap aktivitas warga negara.
Model dan Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik
		Model partisipasi politik, merupakan tahapan dalam melaksanakan partisipasi politik, model partisipasi politik terbagi dari dua bagian utama yaitu: “Conventional” dan “Unconventional”. Paritipasi politik conventional adalah model sederhana dari partisipasi politik antara lain proses pelaksanaan pemilihan umum dan kegiatan kampanya pada proses pemilihan berlangsung. Partisipasi politik dengan model Unconventional merupakan partisipasi politik yang berkembang seiring munculnya Gerakan Sosial Baru (New Social Movement). Gerakan Sosial baru (New Social Movement) merupakan gerakan mayarakat yang bergerak di setiap bidang yang berbeda-beda. Setiap model pada partisipasi politik berasal dari faktor “kebiasaan” partisipasi politik disuatu waktu, maka bentuk partisipasi politik mengarah pada wujud nyata aktivitas politik tersebut.
		Partisipasi politik menurut Sastroamodjo (1995:56) dapat dilihat dari berbagai pendapat, Partisipasi politik menurut kegiatan dapat dibedakan menjadi djua antara lain, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan cakupan kegiatan masyarakat yang memberikan usul kebijakan publik untuk masyarakat itu sendiri, memberikan referensi dan pandangan pada setiap kebijakan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dikehendaki masayarakat,  memberikan masukan serta pendapat untuk memonitoring setiap jalannya kebijakan pemerintah, ikut serta dalam membayar pajak, dan ikut pada proses pelaksanaan pemilihan umum.  Partisipasi pasif merupakan sikap mengikuti segala peraturan/pemerintah, menerima serta  melaksanakan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dengan sukarela.
		Partisipasi politik jika dilihat berdasarkan jumlah pelaku atau sosiologis politik maka partisipasi politik terbagi, menjadi dua antara lain partisipasi individu dan partisipasi kelompok. Partisipasi individu atau perorangan merupakan partisipasi  oleh seseorang secara individual. Sedangkan partisipasi kelompok merupakan aktivitas politik di lakukan oleh sejumlah kelompok warga negara secara serentak bertujuan untuk mempengaruhi setiap kebijakan penguasa. 
		Partisipasi kelompok dibagi menjadi dua jenis yaitu, konvensional dan non-konvensional. Partisipasi politik konvensional seperti, pemberian hak suara pada pemilihan umum, diskusi politik antara masyarakat dengan anggota legislatif atau eksekutif, kampanye politik dan pembentukan organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Partisipasi politik kelompok  non-konvensional seperti pembuatan surat petisi, demonstrasi atau aksi kelompok masyarakat yang bersifat mengkritik, konfrontasi pemogokan kerja oleh kelompok pekerja, perbuatan yang bersifat kekerasan atau anarkisme, serta tindakan pemberontakan yang bertujuan untuk membuat revolusi terhadap sistem pemerintahan yang sedang berlangsung.
		Pemaparan partisipasi politik di atas selaras dengan penelitian ini dengan memfokuskan partisipasi politik masyarakat pada saat memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS).

Ulama dan Politik
		Secara etimologi ulama menurut Van Hoeve (1994:120) berasal dari akar kata bahasa arab “alima ya’ lamu’ilman”, artinya mengetahui atau pengetahuan, lawan dari kata kebodohan dari Dhiddu Al Jahl. Ulama, dalam arti luas, merupakan seorang intelektual yang tugas serta fungsinya sama dengan cendikiawan atau akademisi. Meski  hal ini, Masdar Farid Masudi memberikan perbedaan bahwa ulama adalah seseorang yang mempunyai keahlian keilmuan dibidang ilmu-ilmu dogmatis, sedangkan cendikiawan  memiliki keilmuan  lebih bersifat empiris atau riset (Gong Mahasiswa,1996:20).
		Fenomena politik identitas terjadi dalam proses Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar yang bermula terjadi di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 dalam kemenangan pasangan K.H Khalilurrahman dan H. Saidi Mansyur memulai timbulnya politik identitas pada Pilkada Kabupaten Banjar. Berdasarkan teori dalam buku Ahmad Fajri tentang Ulama dan Politik yang menjelaskan bahwa ada beberapa aspek yang membentuk kepemimpinan ulama hubungannya dengan sosial-politik terkait kedudukannya sebagai bagian dari civil society yang menjadikan pengaruh ulama:
1. Aspek Intelektual. Ulama tentu mempunyai kelebihan pengetahuan keagamaan, sosial, serta ilmu pengetahuan yang dapat menjadikan ulama menjadi civil society yang memiliki pengatahuan yang dapat menjadi masyarakat percaya terhadap setiap ajaran atau pengetahuan ulama. 
2. Aspek fungsional. Keterkaitan peran ulama dengan peran konkret ditengah-tengah masyarakat, secara fungsional ulama memiliki peran yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.
3. Aspek status sosial. Ulama yang berada lingkungan masyarakat mempunyai status  sosial yang berpengaruh. Ulama dapat berbaur dengan masyarakat serta selalu terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas masyarakat.
4. Aspek kekerabatan. Ulama dapat menjalin hubungan antar individu atau kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan. Ulama selalu dianggap menjadi sosok yang penting dalam masyarakat sehingga masyarakat menjalit hubungan erat dengan masyarakat bahkan menjadikan ulama sebagai orang yang patut di contoh.
		Hal ini berkaitan dengan adanya politik identitas ulama sangat erat pada ajaran yang bersifat dari kebiasaan ulama dalam memberikan ajaran. Tugas pokok ulama utamanya adalah menyampaikan ajaran agama yang pernah disyiarkan oleh para nabi, atas dasar inilah yang menjadikan ulama layak untuk diikuti. Karisma ulama menjadikan tolak ukur untuk mempengaruhi pengikutnya serta memiliki pengaruh yang kuat ditengah-tengah masyarakat. Sehingga pengaruh ulama yang mampu menggiring masyarakat untuk ikut serta dalam memilih serta terlibat dalam proses kampanye dan pemilihan pada  Pilkada seperti yang terjadi di Kabupaten Banjar.
		Politik identitas pada masa reformasi menunjukan bahwa ulama telah ikut andil  hadir kembali ke dalam aktivitas politik (pasif atau aktif), ulama secara tegas berperan sebagai cultural brokers atau karena pengaruh “kekuasaan”, namun jelas peran itu dapat dianggap sebagai bagian dari peran ulama dalam membangun suasana demokrasi Indonesia.
		Berdasarkan penjelasan tentang teori pengaruh ulama di atas maka dalam konteks yang sejalan dengan penelitian ini, bahwa pengaruh ulama dapat dilihat dari indikator ada 4 (empat) aspek yaitu: Aspek Fungsional, Aspek Intelektual, Aspek status sosial, dan Aspek kekerabatan.
METODOLOGI PENELITIAN
Pendekatan Penelitian
		Pendekatan penelitian pada penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif adalah metode penelitian sesuai pada filsafat positivisme, meneliti populasi serta sampel eksklusif, pengumpulan data memakai instrumen penelitan, dengan analisis data bersifat kuantitatif serta data statistik, bertujuan untuk menjelaskan serta menguji hipotesis yang telah dipengaruhi. Data pada penelitian ini merupakan data realitas atau data teramati yang mempunyai kriteria antara lain, valid, realiable dan  objektif.  Pendekatan kuantitatif menggunakan cara berpikir deduktif, menggunakan melihat pola yang umum  kekhusus. (Sugiyono, 2017:15)

Tipe Penelitian
		Tipe penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif. Menurut Emory (1985) penelitian deskiptif merupakan penelitian dimana peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu dengan variabel lain.
		Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan survei, khususnya penelitian survei yang menggunakan kuesioner sebagai perangkat deret data. Tujuannya adalah untuk mendapatkan fakta tentang beberapa responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. Survei merupaka prosedur pengumpulan dan studi informasi sosial bisa sangat terstruktur dan ditentukan sebagai perangkat utama dari beberapa responden yang dianggap melambangkan populasi tertentu secara spesifik. (Kriyanto, 2006).
Lokasi Penelitian
		Kabupaten Banjar merupakan daerah yang memiliki luas 4.668  yang atau sekitar 12,20% Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar memiliki 20 Kecamatan serta 290 Desa atau Kelurahan. Menimbang luasnya daerah Pemerintahan Kabupaten Banjar sesuai dengan judul penelitian ini maka lokasi penelitian tentang pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020 ditentukan dari beberapa aspek yang menjadi pertimbangan peneliti sebagai berikut:
1. Daerah yang berada disekitar sektor pusat pemerintahan/Ibu Kota Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Martapura.
2. Daerah pinggiran dari sektor pusat pemerintahan Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Astambul,
3. Daerah terluar atau jauh dari sektor pusat Pemerintahan Kabupaten Banjar, yaitu Kecamatan Sungai Tabuk.
Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan diatas yang dapat dijadikan acuan untuk memperoleh hasil penelitian.
Teknik Pengumpulan Data
		Pengumpulan data tentang Pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banjar tahun 2020 yaitu menggunakan bantuan angket kuesioner dan dokumentasi.  Bungin (2006: 123)  menjelaskan pengertian kuesioner dan dokumentasi sebagai berikut :
1.	Kuesioner
	Kuesioner adalah urutan atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis yang kemudian dikirim untuk diisikan melalui responden dan kembali kepada peneliti untuk diproses kemudian. Kuesioner ini digunakan pada pengambilan data pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020. Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini adalah model tertutup karena jawaban sudah dilengkapi dan dimensinya menggunakan skala likert.
2.	Dokumentasi
Dokumentasi adalah cara untuk menemukan fakta tentang hal-hal atau variabel mengenai catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, risalah, konferensi, agenda dan sebagainya. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap untuk memperoleh fakta sebagai jalinan data berupa sejarah masa lalu, tugas-tugas penting, proses lukisan, struktur organisasi, pertunjukan dan statistik lainnya yang membantu kuesioner dalam upaya untuk digunakan dalam penelitian, kemudian dapat diperiksa. untuk validitas dan reliabilitas alat penelitian.
Teknik Analisis Data
		Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana yang bertujuan untuk mengharapkan signifikansi pengaruh terhadap variabel yang tidak bias (Ulama) terhadap variabel terikat (partisipasi Politik masyarakat dalam pemungutan suara pada  pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020). Menurut Sugiyono (2003:211) rumus persamaan teknik analisis regresi sederhana sebagai berikut:


Penjelasan:
 = Partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 pada saat pemberian suara di TPS.
X = Pengaruh Ulama
b = Koefisien regresi variabel bebas
 = Konstanta
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Analisis dan Pembahasan Regresi Sederhana
Analisis hasil penelitian ini mengenai pengaruh ulama pada partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar tahun 2020, menggunakan metode analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan model analisis regresi sederhana.
Hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS 25 dapat dirangkum melalui tabel 4.1 berikut :
Tabel 4.1
Hasil Analisis Koefisien pada Analisis Regresi Sederhana

	Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	1,678
	,677
	
	2,477
	,015

	
	Pengaruh Ulama
	,331
	,084
	,368
	3,915
	,000

	a. Dependent Variable: Partisipasi Politik Masyarakat


Sumber: Data Primer, diolah 2021
		Hasil bagian keempat diketahui bahwa nilai Constant (a) sebesar 1,678, sedangkan nilai Pengaruh Ulama (b / koefisien regresi) sebesar 0,331, sehingga dapat dijelaskan persamaan regresinya sebagai berikut :


Y = 1,678 + 0,331X
Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai Konstanta sebesar 1,678, mengandung arti nilai konsistensi variabel Partisipasi Politik Masyarakat berjumlah 1,678.
2. Koefisien Nilai Regresi X berjumlah 0,331 dijelaskan bahwa setiap penambahan nilai sebanyak 1% pada nilai Pengaruh Ulama, maka nilai partisipasi politik masyarakat juga bertambah  sebesar 0,331. Koefisien regresinya luar biasa, sehingga dapat dinyatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Variabel Y adalah positif.
Pengambilan keputusan pada anaisis uji Regresi sederhana dapat disimpulkan bahwa, pada nilai signifikasi pada table di atas Coffiens menghasilkan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05, kesimpulannya adalah bahwa variabel pengaruh ulama (X) berpengaruh terhadap variabel partisipasi politik masyarakat (Y). Kesimpulan jika melihat dari nilai t dapat diketahui bahwa t hitung berjumlah 3,915 > t-tabel berjumlah 1,987, dijelaskan bahwa Variabel Pengaruh Ulama (X) terhadap variabel partisipasi politik masyarakat (Y) adalah positif.
Koefisien Determinasi
Kekuatan pengaruh variabel yang bebas pada variabel terikat dapat dilihat dari signifikansi koefisien dedikasi (R2) yang berada antara 0 dan satu. Hasil dari adjusted R square yang disesuaikan dari regresi digunakan untuk menentukan ukuran bentuk modal yang distimulasi melalui variabel-variabel yang tidak bias. Efek dari perhitungan koefisien determinasi yang dijelaskan dalam tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Koefisien Determinasi

	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,368a
	,135
	,126
	,28990

	a. Predictors: (Constant), Pengaruh Ulama


Sumber: Data Primer, diolah 2021

		Dari tabel di atas dijelaskan bahwa hasil nilai koefisien korelasi (R) = 0,368 bahwa nilai R memiliki hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat kuat karena mendekati nilai pada angka 1, kemudian pada kolom R square terdapat angka yang diperoleh sebesar 0,135 atau 13,5%. Selanjutnya, dalam kolom Adjusted R Square memiliki nilai sebesar 0,126 atau 12,6%. Nilai Adjusted R Squeare telah disesuaikan oleh nilai R dari variabel bebas yakni Pengaruh Ulama (X) sebesar 12,6% terhadap variabel terikat yaitu Partisipasi Politik Masyarakat (Y) dan sebesar 87,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak tidak terdapat pada penelitian ini.
		Kemudian dijelaskan di kolom terakhir, Standard Error Of The Estimate yang mungkin menjadi ukuran berbagai kesalahan dalam versi regresi dalam memprediksi nilai Y. Dari konsekuensi regresi menerima nilai sebesar 0,28990, ini menunjukkan berbagai kesalahan dalam memprediksi Partisipasi Politik masyarakat (Y) sebesar 0,28990.
KESIMPULAN
Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah diungkapkan dalam pembahasan, beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai tanggapan atas pokok permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini, antara lain:
Penelitian ini menyatakan bahwa hipotesis pengaruh ulama terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020 berdasarkan hasil uji regresi sederhana sebesar menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) = 0,368 dimana nilai  R memiliki daya tarik yang kuat atau dekat antara variabel terikat dan variabel bebas karena dekat dengan nilai 1, kemudian pada kolom R square diperoleh nilai sebesar 0,135 atau 13,5%. Selanjutnya dalam kolom Adjusted R Square memperoleh nilai sebesar 0,126 atau 12,6% memiliki arti bahwa nilai Adjusted R Squeare telah disesuaikan dari nilai R dari variabel bebas. Dapat disimpulkan bahwa besar Pengaruh Ulama dilihat dari 4 (empat) Aspek (X) sebesar 12,6% terhadap variabel terikat yaitu Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemungutan suara (Y) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar Tahun 2020, dan sebesar 87,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak tidak terdapat pada penelitian ini.

	SARAN
Adapun terdapat beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian menyatakan besarnya pengaruh ulama di 3 Kecamatan penelitian sebesar 12,6% dari 100 sampel yang ditentukan saran bagi ulama melihat pada hasil penelitian bahwa untuk ke depan harapannya para ulama kembali pada kewajiban fundamentalnya yaitu memberikan bimbingan dan arahan kepada umat manusia dalam mewujudkan kehidupan spiritual dan sosial sesuai dengan kebutuhan ilahiah, memberikan nasehat dan fatwa tentang masalah-masalah agama dan sosial kepada pemerintah dan masyarakat, membuat terobosan-terobosan. mewujudkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama. umat beragama, sehingga menjadi penengah antara masyarakat dan penguasa untuk mewujudkan masyarakat madani, menjadi jembatan bagi hubungan dan kerjasama antara korporasi, lembaga-lembaga Islam dan santri agar tidak lagi mudah diadu dengan oposisi.Selain daripada hasil hitung kuesioner yang hanya 12,6% sebagian masyarakat pada saat pengisian kuesioner berpendapat bahwa ulama yang terlibat kepada aktivitas politik dan pemerintahan diperbolehkan saja dengan pertimbangan bahwa ulama memiliki pengetahuan serta wawasan yang cukup luas sehingga menjadikan penyeimbang antara ulama dan pemerintahan. Adapun tangapan sebagian masyarakat yang kurang setuju ulama terjun ke dalam aktivitas politik dan pemerintahan mengharapkan ulama hanya berperan sebagai penasihat pemerintahan dikarenakan akan menimbulkan pro dan kontra antara ulama dengan ulama serta ulama dengan masyarakat sehingga sebagian masyarakat berpendapat bahwa itu akan mengurangi citra ulama sendiri yang secara tidak sengaja dimanfaatkan untuk meraih partisipasi politik masyarakat pada saat pemilihan umum dan sebagian dari masyarakat berpendapat bahwa jika ulama sudah menduduki sebuah jabatan di pemerintahan, seorang ulama harus mengesampingkan status ulama-nya agar terhindar dari stigma negatif masyarakat.
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